BAB V
PENUTUP
A . KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penyelesaian sengeketa tanah tidak bersertifikat di Desa Tanjung
Kari Kecamatan Pulau Beringin yaitu dengan
musyawarah/Mediasi, dimana dengan mendatangkan pihak
ketiga/mediator/penengah,  pihak-pihak  yang lain  untuk
membuktikan dan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dalam
menyelesaikan sengketa pihak ketiga harus adil. Besarnya ganti
rugi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tanpa
harus merugikan orang lain, dari pihak yang merugikan dan pihak
yang dirugikan sama-sama ikhlas dengan apa yang sudah menjadi
keputusan.dimana terdapat tiga keputusan yaitu:

a. Dari 2 sengketa ini kasus penyelesaian sama yaitu dengan
cara pihak yang merugikan membayar tanah yang telah ia
gunakan sesuai dengan harga tanah pada saat ini kepada
pihak yang dirugikan

b. Dalam kasus ini adalah tanah waris dimana tanah tersebut
dibagai 2 dengan pihak yang telah dirugikan dan
penyelesainya dari pihak keluarga saja

c. Berbeda lagi dengan yang keduanya penyelesainya yang
satu ini adalah dengan membongkar kembali bangunan
yang telah dibangun oleh pihak yang merugikan, hal ini
dikarekan ia tidak mau membayar ganti rugi dengan apa
yang telah ia lakukan.



2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah yang dilakukan
masyarakat Desa Tanjung Kari sudah sesuai dengan hukum
sya’rah, dimana penyelesaian dengan secara musyawara, tidak
merugikan satu sama lain, sama-sama rela dengan keputusan yang
ada dan sudah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku
di masyarakat Desa Tanjung Kari Tersebut.

B . SARAN-SARAN

1. Dalam hal ini masyarakat Desa Tanjung Kari haruslah segera
mendaftarkan tanahnya/ membuat sertifikat, agar kedepanya tidak
terjadi lagi hal-hal yang tidak di inginkan dimana yang terjadi
sebelumnya yaitu sengketa tanah anatra warga/masyarakat yang
ada di Desa Tanjung Kari Kecamtan Pulau Beringin.

2. Dalam penyelesaian suatu sengketa masyarakat haruslah
mengikuti pedoman al-qur’an dan harus sesuai undang-undang
yang berlaku. Menurut Al-Qur’an penyelesaian secara Islami
terletak adanya etika dan moral dalam mencari maupun tasarufnya

dan jika dipatuhi akan menjadi solusi atas suatu permasalahan.
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Pedoman Wawancara

A. Pengantar

Saya Arlisa mahasiswa semester akhir pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum. Sedang meneliti
untuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap ganti rugi sengketa tanah tidak bersertifikat melalui
mediasi Di Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui dan menjelaskan mengenai pemeberian ganti rugi
sengketa tanah di Desa Tanjung Kari. Sehubungan dengan hal
tersebut, dimohon responden yang terpilih untuk menjawab beberapa
pertanyaan. Hasil seluruh jawaban untuk kepentingan akademis dan
bukan untuk kepentingan lainnya. Segala informasi menjadi
kerahasian dalam peneliti ini. Atas bantuannya, saya ucapkan terimah
kasih.

B. PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH:

1. Sejarah Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin?

2. Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Kari?
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3. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Kari ?
4. Luas wilayah Desa Tanjung kari ?

5. Sarana dan prasana yang ada di Desa Tanjung Kari?

C.PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT DAN PIHAK YANG
BERSENGKETA

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah yang ada di
Desa Tanjung Kari ?
2. Apakah masyarakat Desa Tanjung Kari Kkeseluruhan sudah

mempunyai sertifikat kepemilikan tanah?



Bagaimana sistem penyelesain sengketa tanah tidak bersertifikat yang
dilakukan di Desa Tanjung Kari ?

. Siapa saja yang terlibat dalam mediasi yang dilakukan ?

. Apakah mediasi yang dilakukan selalu berhasil?

. Apakah setiap perdamaian sengketa tanah tidak bersertiikat dilakukan
ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan?

. Apakah ganti rugi yang dilakukan sesuai dengan harga tanah pada
saat itu ?

. Apakah ganti rugi yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kari
sudah sesuai dengan KUH perdata dan Hukum Ekonomi Syariah?






Lampiran

A. Dokumentasi Wawaancara Desa Tanjung Kari

1. Gambar Dengan Kepala Desa dan Seketaris Desa Tanjung Kari

2. Gambar dengan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Kari
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3. Gambar dengan Masyarakat Desa Tanjung Kari
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DESA TANJUNG KARI

L Raya esa Tanpung Karn Kee Pulau Beningin Kabupaten OKU Selatan Kode Pos J

Nomor 140/ 40/ 2015/ 2020
Prihal Balasan

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:
Nama : Nuraini, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan Bahwa:

Nama : ARLISA
Nim ¢ 1641700012
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setujui untuk mengadakan penelitian di Desa Tanjung Kari
Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan

permasalahan judul:

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi
Sengketa Tanah Tidak Bersertifikat Melalui Mediasi di Desa Tanjung Kari

Kecamatan Pulau Beringin”

Demikianlah surat permohonan ini saya buat atas perhatian dan izinya

saya ucapkan terima kasih

i, 05 Maret 2020
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